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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN 

TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA 

DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa dengan adanya perubahan kebijakan 

penyesuaian pemanfaatan anggaran dana bantuan 

operasional sekolah kinerja tahun anggaran 2021, perlu 

dilakukan penyesuaian kebijakan, besaran dan 

penggunaan dana bantuan operasional sekolah kinerja 

tahun anggaran 2021;  

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian kebijakan, 

besaran, dan penggunaan dana bantuan operasional 

sekolah kinerja tahun anggaran 2021, perlu melakukan 

perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Afirmasi Tahun Anggaran 2021; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 

2021; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 156); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 801); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
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Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 963); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, 

DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN 

TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH KINERJA DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH AFIRMASI TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 801) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (4) huruf c Pasal 4 diubah, sehingga 

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Sekolah penerima Dana BOS Kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: 

a. Sekolah Penggerak; 

b. Sekolah yang memiliki prestasi; dan 

c. Sekolah yang memiliki mutu baik yang 

memerlukan sarana sanitasi. 

(2) Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai 

Sekolah Penggerak; dan 
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b. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 

2021. 

(3) Sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik 

yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat 

nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) 

tahun terakhir; 

b. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional 

dan/atau internasional;  

c. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 

2021; dan 

d. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan 

sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat 

Keunggulan. 

(4) Sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan 

sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. memiliki rata-rata nilai rapor mutu kumulatif 

paling rendah 4,2 (empat koma dua) pada 

tahun 2018 dan tahun 2019;  

b. memiliki rata-rata nilai Ujian Nasional 

kumulatif paling rendah 60 (enam puluh) pada 

tahun 2018 dan tahun 2019;  

c. memiliki toilet atau jamban dalam kondisi 

rusak ringan; 

d. penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 

2021; dan 

e. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan 

sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat 

Keunggulan. 

(5) Sekolah penerima Dana BOS Kinerja yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan 

oleh Menteri. 


